
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 87IM.PPN/HK/ 06 / 2O7 8
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

IGPUTUSAN MXNTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 7 O / M.PPN / HW 05 / 20 77

TENTANG
PEMBENTUKAN TlM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT

(,,STPAPUA)

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

b

bahwa dalam ratrgka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembatrgunan Wilayah Papua dan

Papua Barat (Desk Papua), perlu mengubah susunan keanggotaan

dan tugas Tim Percepatan Pembangurran Wilayah Papua dan Papua

Barat (Desk Papua) di Kementerian PPN/Bappenas;

bahwa pejabat dan pegawai yan8 namanya tercantum dalanl

Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan metnenuhi

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anSSota

Tim Percepatan Pelrtbangunan Wilayah Papua clan Papua Barat

(,,STPAPUA);.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2077 tentanS Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (lcmbaran

Negara Republik Indottesia Tahun 2O77 Nomor 233, Tantbahan

tembaran Negara Republik ltrdonesia Nomor 6138);

Undang-Undang Nouror 35 Tahun 2008 tentan8 Penetapall

Peraturan Penterintah Pen8Santi UndanS-UndatlS Nomor I Tahun

2OO8 tentanS Perubahatr Atas UndanS-Undang Ncrmor 21 Tahsn

2OO 1 tentan8 Otortomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi

Undan8-tlndang (Lembaran Negala Republik Indoncsia Tahun

2008 Nonror 112, Tantbahan lpntbaran Negala Republik Indonesia

Nomor 4884);

:1, Peraturan...

Menteri Perencrnmn Pembangunan NrsionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menimbang a.

MenSin8at : 1

2.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cata

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NeSara;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O15 tentanS Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2O75 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016;

6. Perafinan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentanS Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nontor 66 Tahun 2075 tentanS Badan

Perencanaan Pentbangunan Nasional sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

8. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2077 tentang Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua

Barat;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahtln 2076

tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Petencanaan

Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

sebagiamana telah diubah denSan Peraturan Menteri Perencanaan

Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangwan

Nasional Nomor 6 Tahun 2077;

10. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2O16

tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporan) Pemantauan dan

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMT]l[.t]SKAN:

KEPT]T[]SAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

TTNTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAI NOMOR KXP.7OIM.PPN/HK/2077

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WII.AYAH

PAPUA DAN PAPUA BARAT (DESKPAPUA).

Mengubah susunan keanSSotaan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah

Papua dan Paplua Batat (DESK PAPUA), dengan susunan keanSSota^n

sebaSainuna terc anlum dalam Lampiran Keputusan ini'

KEDUA...

Menetapkan :

PERTAMA :
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KEDI]A

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinYa,

Kepala Biro Hukum
.-

Mengubah tugas Tim Pengarah sebagai berikut:

a. menetapkan arah kebijakan terkait dalam rangka Percepatan

Pembangunan Wilayah Papua dan Papra Barat sesuai denSan

lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2077 tentang Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papta dan Provinsi Papua

Barat;

b. mengoordinasikan, dan memantau perkembangan dan
pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan W tlayah Papua

dan Papua B^rat aBN dapatberjalan lebih optimal;

c. memberi saran pemecahan dan solusi atas petfiasalahan/kendala
yang dlhadapi dalam implementasi program dan kegiatan dalam
rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Desk

PAPUA dibebankan pada AngSaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian PPN/Bappenas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali untuk:

a. PenanSSun8 Jawab dan Ketua Tim Pelaksana : Deputi Bidang

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pentbangunan,

Kementerian PPN/Bappenas berlaku surut sejak tanggal 6 April
2018;

b. Ketua Bidang Dukungan Koordinasi dan Administrasi : Direktur
Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas

berlaku surut sejak tanggal 12 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2078

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

nd

?
RR. Rita Erawati


